
GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERITUR RIAU
NoMoR  ranuu 2o2o

TENTAIYG
PEMBEilTUI(AN UNIT PELIIKSAITA TEKNIS PADA

BADAIT PERTNCANAAIT PEMBAITGUNAN DATRAII, PENELITIAN DAIT
PENGEMBANGAN PROVINSI RIAU

DENGAII RAIIMAT TI'HA!{ YANG MAIIA TSA

GIIBIRITI'R RIAU,

Meaimbartg: bahwa r.rntuk melaksanakan ketentuan Pasal S ayat (1) dan
ayat (2| Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2C16 Tentang
Pembentukan dan susunan perangkat Daerah provinsi niarl
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 20L9 tentang Pembahan Atas peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2ot6 Tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan peraturan
Gubernur tentang Pembentukan Unit pelaksana Teknis pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan
Pengembangan Provinsi Riau;

Mccgingat: 1- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tatrun 1945;

2. Undang-undang Nomor 6l Tahun 1gS8 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor lgTahun I9ST
tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75]. sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 16a61;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O!4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tanrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undaqg
Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tatrun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56791;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah
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(Lembaran Negara Repubtrk Indonesia Tahun 2org
Nomor L87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6aO4;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor go rahun 2ol5
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2ols Nomor 20g6)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2O1g tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Datam Negeri Nomoi
80 Tahun 2o15 tentang pembentukan produk Hukum
Daerah (tserita Negara Republik Indonesia Tahun 2olg
Nomor 97Ol;

6. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2olZ
Pembenhrkan dan Klasifikasi Cabang
laksana Telcris Daerah (Berita Negara
Tahun 2Al7 Nomor aSf|;

7. Peraturan Merrteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2olg
tentang Pembinaan dan pengendalian penataan
Perangkat Daerah fBerita Negara Republik Indonesia
Tahun 2AI8 Nomor 1539);

8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2oL6
tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
Provinsi Riau (Lembaran Daerah provinsi Riau Tahun
2016 Nomor 4l sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2OIg
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor +
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2OL9 Nomor 7);

9- Peraturan Grrbernur Riau f{ornor 6O Tahun 2OL9 tenta:rg
Kedudukan, Stlstrnan Organisasi, Ttrgas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
(Berita Daerah hovinsi Riau Tahun 2o.79 Nomor 59);

MEMUTUSI(AN:

Menetapbn : PERA|TIIRAS GUBffifrItR TtsfTASe PEMBEISTUKAN TIIIIT
PELN{SANA TEKITIS PADA BADAN PERTNCANAAN
PEMBANGUilAN DAERAII, PENELITIAIY DAI{
PTNGEMBAIIGAI{ PROVIITSI RIAU.

BAB I
ITBTEilTUAIY TIMTIM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Grrbernur adalah Gubernur Riau.
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4. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah provinsi Riau.
5- Perangka.t Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan

Peruiakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian aatt
Pengembangan Provinsi Riau.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pemba4gunan Daerah,
Penelitian da,rr. Penge provinsi Riau.

8- Unit klaksana Teknis yang selanjutrrya disingkat UPT adalah Unit
Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan provinsi Riau.

9- Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UpT
adatah Kepala Unit Pek*Jrsana Teknis pada Badan Ferencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.

BAB II
PEUBEIITTIKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yaitu UPT Riau Science
Techno Park, Kelas A.

EAB rII
I(EDIIDT'ITAIT DAIT SUSUITAIU ORGA.TTIS'ASI

Sngran Kesatu
Kedudukan

Fasal 3

(1) UPT Riau Science Techno Park berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

(21 LFPT sebry+imana dimeksrrd 5nde ayd tU dibenhrk untr-rk
melaksanakarr kegiatan tekrris operasional danfatanu kegiatan
Ekris per*r*r*jerlg ter. ffirtu -

(3) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (21 untuk
reetaksa*akan kegiatan tekrris yar+g secarEr berhtrbuegan
dengan pelayanan masyarakat.

{41 Kegiatan teknis penunjang sebagairnana dimaksud pada ayat (2) yaitu
melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Badan
Perencanaan PembEulgunurn Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Fasal 4

susunan organisasi UPT Riau science Techno park, terdiri atas:
a. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Riset fnovasi Teknologi;
d. Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1) UPT Riau Science Techno Park dipimpin oleh seorang Kepala UPT,
Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh
Kepala Seksi.

(21 Bagan Struktur Organisasi UPT Riau Science Techno Park tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(U Kepala UPT Riau Science Techno Park merupakan Pejabat Administrator
(eselon III.b).

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Pejabat Pengawas (eselon
IV.a).

BAB TV
TUGAS DAT{ FUNGSI

Pasal 7

(1) UPI Riau Science Techno Park mempunyai tugas melaksanakan ssfngran
kegiatan teknis olrerasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan di
bidang teknis pelayanan usaha berbasis inovasi, penerapan hasil riset,
pengembangan teknologi, advokasi dan inkubasi bisnis.

(21 Untuk melaksanakan kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPT Riau Science Techno Park menyelen fungsi:

a. penyeTerrggaraanr pererrcafiaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian
Tata Usaha, Seksi Riset Inovasi Teknologi, dan Seksi Inkubasi
Teknologi dan Bisnis;

b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka
penyelenggaraarl tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi
Riset Inovasi Tekrologi, dan Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis;

c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Riset Inovasi
Teknologi, dan Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis;

d. penyelenggaraan pelayanan teknis usaha berbasis inovasi, penerapan
hasil riset, pengembaflgarr teknologi, advokasi dan inkubasi bisnis; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan terkait tugas dan
fungsinya^
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Pasal E

(1) mempunyai tugas melakukan
Subbagian Tata Usaha, Seksi
Teknologi dan Bisnis.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
UPT Riau science Techno park menyelenggaraka' fungsi:
a' perry-rrsiLlnarr progranxl kerja dan rencana operasional pada UPT Riaar

Science Techno Park;

b-penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa
hasil pelaksanaan tugas di lingkungrrn UPt Riau Science Techno park;

c. penyelengga-raan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas sesuai derrgan hrgas yang telah dilaksanakan kepada Kepala
Bada,n; dan

d- pelaksanaan hrgas kedinasan lain yang diberikan Kepala Badan sesuai
tugas dan fungsinya.

Pasaf 9

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai turgas:

a- merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian
Tata Usaha;

b. membagi tugas, mernberi dan merneriksa hasil pelaksanaan
tuga.s baurahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;

c. melaksanalan koordinasi penS,rr.rsun Standar Operasional Prosedur;

d. mengagendakan dan mendistribusikan surat men5nrrat;

e. melaksanakan fasilitasi adminstrasi kepegawaian, adminsitrasi
keuangan, penatusahaan dan pelayanan masyarakat;

f. rnelaksanakan koordinasi penSrusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban
Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi,
dan evaluasi jabatan;

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

h. melaksanakan penJrusunan kebutuhan, pemeliharaan, sarana dan
prasarana kantor, kebersihan, keamananl., danl ketertiban kantor;

i. memfasilitasi kerjasama kelembagaan dengan perguruan tinggi,
akademisi, dunia industr5r, dan masyarakat dalam pengembangan inovasi
dan teknolosi di lingkungan UPT Riau.Science Techno Park;

j. melakukan pmantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

Pasal lO

Kepala Seksi Riset Inovasi Teknologi mempunyai tugas:

a. merenc€utakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Riset
Inovasi Teknologi;
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membagr tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan
tugas bawahan di lingkungan seksi Riset Inovasi reknologi;
rnelalmkan inovasi dan riset penerapan teknologi;
melakukan koordinasi pelayanan pengajuan hak atas kekayaan
intelektual hasil teknologi;

melalmkan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada seksi Riset Inovasi Teknologi; dan
rnelaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya-

Pasal Il

Kepala seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis mempunyai tugas:
a- merencanakan program/kegiatan dan pengangaran pada Seksi Inkubasi

Teknologi dan Bisnis;
b. membogi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan

tugas bawahan di lingkungan Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis;
c. melakukan pelayanan lnkubasi usaha berbasis Inovasi Teknologi;
d. melakukan pelatihan, penragangan, dan percontohan wira usaha berbasis

inovasi teknologi;

e. melakukan pemantaual, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan
tugas dan kegiatan pada Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis; dan

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas
dan fungsinya.

BAB V
TATA KTR.'A

Pasal 12

UPT Riau Science Techno Park dalam melaksanakan urustrn yang
menjadi kewenang€rnnya, berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

UPT Riau Science Techno Park dalam melaksanakan tugas dan fungsi
berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, dengan
Perangkat Daerah dilingkrngan Pemerintah Provinsi maupun pihak-pihak
terkait.

Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam
pengusulan program dan kegiatan, UPT Riau Science Techno Park
memprhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah
yang mempurqrai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.

T\rgas dan fungsi UPT Riau Science Techno Park dilaksanakan oleh
Pejabat Administrator (eselon III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a),
Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

UPI Riau Science Techno Park dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
pertanggungiawaban dilakukan secara berfen:ang sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

c.

d.

e.

f.

f1)

(2)

(3)

(4)

(s)
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(61 Dalam menjalankan T\rgas dan fungsinya,IJP|] Riau Science Techno park
menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
KEIIIMP'OK JABATAN FUNCTSIONAL

Pasal 13

t1) Untr-lk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UpT Riau Science
Techno Pqt dapat mengangkat kelompok jabJtan fungsional sesuai
dengan keatrlian, profesi, ketera-mpilan dan spesialisasi yan; dibutuhkan.

(21 Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional ya11g
diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. -

(4) Kelornpok jabatan fungsional dirnaksud pada ayat {1) rtiFirnpin oleh
seor€u1g tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

{5) Jumlah tT"s? fungsional sebagaimana dimaks114 pada ayat (l)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(f ) diatur berdasarkan peraturan perundang-undalgan.

(71 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-r:ndangan.

BAB VII
PEIYGAIYGKATAIY DAIY PEMBERIIEIYTIAN DALAITT JABATAN

Pasal 14

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai
ttlegeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan

(21 Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan F\rngsional
diangkat dan diberhen'ikan oleh Guberrur dari Pegawai Negeri Sipil yang
telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasd 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan UPT Riau Science Techno
Park bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau
dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentrran
peraturan perundang-undangan.
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BA"B tr
PENUTUP

Fasat 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Per:atural Gubernur Riau
Nomor 80 Tahun 2Ol7 tentang Pembenhrkan Unit Pelaksana Telqds pada Badan
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau fBerita Daerah Provinsi Ri"r Tahun
2ot7 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak bertak*.

PasI 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Riau.

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal,

A JAYA

BERTTA DAERAH OVrnSr RrAU TAHUN 2O2O NOMOR:
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BAGIIIT ORGANISASI
I'PT RIAU SCIEI|CE TECHITO PARI(

I,AUPIRAN : PERATURAII GI'BERNUR RIAUItoMoR :

TTITTANG
PEMBTNTI'HAII UNIT
PTLAKSAITA TEXIYIS PAIIABAI}AIT PERTSCAITAAI{
PTMBAITGI'IIAIT DATRAII,
PENELITIAN DAN
PENGEUBA"ITG.IIN PROVINSI
RIAU

"o*suA
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